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ABSTRAK 

Fungsi pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. PP 

No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP menegaskan bahwa semua entitas pelaporan dan 

akuntansi wajib menerapkan pengendalian intern. APIP memiliki peran penting 

dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga peran APIP perlu diperkuat dalam 

segala aspek termasuk sumber daya manusia, kelembagaan dan standardnya. Badan 

pengawas daerah di sini fokus pada fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan 

dalam pelaksanaan program sebagai pembelajaran untuk perbaikan di masa 

mendatang. 

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum inspektorat daerah dalam 

melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan 

wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan bagaimana 

bentuk tindakan inspektorat daerah kepada pejabat pemerintahan yang 

menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.   

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kedudukan hukum Inspektorat Daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat 

pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan 

kerugian keuangan negara, dan mengetahui bagaimana bentuk tindakan Inspektorat 

Daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga 

mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach).  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum Inspektorat 

Daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang 

menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara 

adalah sebagai unsur pengawas sekaligus melakukan pembinaan terhadap pejabat 

pemerintahan yang bersangkutan. Bentuk tindakan Inspektorat Daerah kepada 

pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan 

kerugian keuangan negara juga telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman antara 

Kemendagri dengan Kejaksaan RI serta Kepolisian RI bahwa terdapat beberapa 

bentuk tindakan yang dilakukan seperti pemeriksaan investigatif, penyelidikan, 

penyelesaian administratif, hingga pelimpahan kepada APH untuk diproses secara 

pidana jika terbukti dan terindikasi adanya kerugian keuangan negara, dan setelah 

itu dapat dilakukan tuntutan ganti rugi oleh pihak yang berwenang 
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